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BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR   ……  TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 

Anggaran 2026, perlu disesuaikan dengan adanya 

pembayaran kepada pihak ketiga, perbaikan 

nomenklatur rekening, penyesuaian kebijakan 

honorarium, dan dan penyesuaian rincian objek belanja, 

sehingga perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Tahun Anggaran 2026; 
 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia   

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6909); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 

Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025  

Nomor 7); 

26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 

Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 

2026. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026  (Berita Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 52) diubah sehingga menjadi sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.325.757.975.281,00 

(dua triliun tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh 

tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan 

puluh satu rupiah) yang bersumber dari: 

a. PAD; 
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b. pendapatan dana transfer; dan 

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

(1) Pendapatan dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b, direncanakan sebesar Rp1.594.343.990.509,00 (satu triliun 

lima ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tiga 

juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan rupiah) 

yang bersumber dari: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan  

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.286.738.990.509,00 (satu 

triliun dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh 

delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan 

rupiah). 

(3) Pendapatan  transfer  antar  daerah  sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp307.605.000.000,00 (tiga 

ratus tujuh miliar enam ratus lima juta rupiah). 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar 

Rp2.350.499.717.081,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar empat 

ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan 

puluh satu rupiah) meliputi: 

a. anggaran belanja operasional; 

b. anggaran belanja modal; 

c. anggaran belanja tidak terduga; dan  

d. anggaran belanja transfer. 

 

4.  Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf a, direncanakan sebesar Rp1.650.925.451.790,00 (satu triliun 

enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta 

empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) 

meliputi: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

direncanakan sebesar Rp880.155.845.353,00 (delapan ratus delapan 

puluh miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh 

lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, direncanakan sebesar Rp632.215.263.962,00 (enam ratus tiga 

puluh dua miliar dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh 

tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

direncanakan sebesar Rp85.227.542.475,00 (delapan puluh lima 

miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua 

ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, direncanakan sebesar Rp53.326.800.000,00 (lima puluh tiga miliar 

tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). 

 

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, 

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

b, direncanakan sebesar Rp390.630.675.291,00 (tiga ratus sembilan 

puluh miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima 

ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) meliputi: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal bangunan dan gedung; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja  modal  tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

direncanakan sebesar Rp6.369.080.000,00 (enam miliar tiga ratus 

enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja  modal  peralatan  dan  mesin  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp59.651.114.654,00 (lima 

puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus 

empat belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp136.685.745.433,00 

(seratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta 

tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga 

rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar  

Rp184.759.816.504,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh 

ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima 

ratus empat rupiah). 
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(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.864.918.700,00  (dua miliar 

delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan belas 

ribu tujuh ratus rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f, direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

 

6. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Luwu 

Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026, 

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur.  

 

 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal  

BUPATI LUWU TIMUR, 

 
       

 
IRWAN BACHRI SYAM 

 

 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal  

  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 
   

 
RAMADHAN PIRADE 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR ....... 

 

 


